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Target of this penelituan is to know the Target of Deskirptif and Creative Target. To know execution of purchasing and selling agreement of kiosk / los,untuk know the way of switchover of rights and way of payment in purchasing and selling agreement of kiosk / kiosk [in] market of Segiriulusamarinda . To know do purchasing and selling agreement have fully to regulation arranging about sales in general.

Pursuant to solution of Execution of purchasing and selling agreement of kiosk / kiosk [in] market of segiriSamarinda, arranged in by law of number 5 year 2010 about containing market retribution about obligation of merchant that is paying retribution and [his/its] rights to get merchant bill of evidence showing type, location and situation, dasaranto trade.
                                                                  BAB  I

                                                  P E N D A H U L U A N

A. Alasan  Pemilihan  Judul

Dalam kehidupan bermasyarakat,manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainya,kehidupan bersama ini menyebabkan terjadinya interaksi yang menyebabkan saling adanya ketergantungan diantara mereka, wujud  dari saling bergantungan tersebut adalah dengan adanya kerja sama untuk memenuhi kebutuhsan hidupnya,Dari kerja sama itulah kemudian timbul istilah perjanjian yaitu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksankan suatu hal 1) 

Salah satu dari arti penting adanya suatu perjanjian adalah untuk bagaimana dalam setiap manusia memenuhi kebutuhannya tidak merugikan manusia yang lainnya, oleh karena itulah maka setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian tersebut,Perjanjian yang mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian dapat dijadikan sebuah aturan yang antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat dilaksanakan,sebagaimana mestinya  yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian sewa beli kios/los adalah salah satu dari bentuk sebuah perjnjian, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai  penjual kois dan   pihak yang lain sebagai pembeli kios, Dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli tersebut juga terikat syarat perjanjian secara umum yanag  sesuai dengan isi pasal 1320 KUHPerdata, tentang syarat sahnya suatu perjanjian, dimana dalam pasal tersebut diuraikan bahwa perjanjian adalah syah jika memenuhi syarat sebagai beikut ;
1. sepakat mereka yang mengikatkan diri

2. cakap untuk membuat suatu perjanjian

3. mengenai suatru hal tertentsuatu sebab yang hal

      Perjanjian sewa beli sendiri dalam pengertiannya adalah  sebauh perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli, sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga, Undang-undang membedakan antara sale  dan agreemen to selt, Sale adalah jual beli Dimana hak milik atas barang seketika berpindah kepada pembeli misalnya  dalam jual tunai di toko, sedangkan  agreem ti sell,   adalah jual beli barang dimana pihak-pihak setuju bahwa hak milik atas barang akan berpindah kepada pembeli pada suatu waktu yang akan datang, Undang-undang menerapkan kedua-duanya ini.Kewajiban pihak sebagian besar mengenai isi perjanjian antara peihak itu sendiri, undang-undang menetapkan ketentuan tertentu yang berlaku bagi pihak-pihak,kecuali jika pihak-pihak menyetujui sebaliknya,tetapi dengan beberapa pengecualian penting tertentu,para pihak dapat membuat perjanjian apapun saja yang mereka anggap sesuai,dan bebas menerapkan atau  tidak penyampingkan ketentuan ketentuan undang ) 

             Pasar sebagai tempat dimana banyak manusia berinterksi dengan sesamanya terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya, tentulah sangat komplek dengan berbagai kepentingan didalamnya, banyak type dan watak manusia yang melakukan interksi, didalam komunitas sebuah pasar menyebabkan muncul berbagai hal yang bersifat unik dan chas yang hal ini hanya terjadi di pasar tersebut, Salah satu dari hal perlu dan  menarik untuk kita cermati adalah tentang perjanjian sewa beli kio/los yang terdapat di pasar Segiri Samarinda.

            Bagaimanakah sesungguhnya pelaksanaan dari sewa beli kios/los di pasar tersebut ?  Sebagai mana diketahui bahwa pasar  segiri adalah salah satu dari pasak tradisional yang cukup tua di wilayah Kota Samarinda ulu, selain itu melihat fenomena bahwa setelah dibangunnya pasar Segiri oleh pemerintah Kota Samarinda, sehingga  menjadi sebuah pasar yang megah, dan juga banyak dibangun kiso-kios dan los-los untuk berjualan.
         Berdasarkan kenyatan tersebut dapat dikatakan yang dimaksud  dengan pasar Segiri tersebut tidak hanya gedung dari pasar tersebut, tetapi juga daerah sekitar gedung pasar Segiri juga telah didirikan kios-kios oleh persorangan, Menjadi hal yang menarik ketika terjadi sebuah pelaksanaan sewa beli kios maupun los yang dibangun oleh pemerintah daerah juga terdapat kios/los yang dibangun oleh perseorangan yang bertebaran disekitar komplek pasar Segiri

      Pada umumnya perjanjian  sewa  beli  telah dianggap berlangsung pada saat antara penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan baik tentang harga maupun keadaan dari barang tersebut, hal sesuai dengan pendapat dari  M,,Yahya Harahap,, yang menyatakan persetujuan jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga benda tersebut, sekalipun barangnya belum di serahkan dan barangnya belum dibayar ( pasal 1458 khu perdata ) jual beli tidak lain dari pada persesuaian kehendak(wils overrenstemming )  antara penjual dan pembeli mengeni barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi essensilia perjanjian jual beli, tampa ada barang yang hendak dijual tak mungkin terjadi jual beli, jual beli dianggap tidak ada 3) 

        Mengenai benda atau barang yang diperjual belikan, maka berdasarkan isi pasal 1332 KUHPerdata maka ‘ barang-barang yang bisa diperniagakan saja yang biss dijadikan obyek penjualan. Perjanjian jual beli kios/los di pasar segiri menjadi menarik sebab keberadaan dari kios/los tersebut yang menyebar diseputar komplek pasar segiri yang tentu saja hal tersebut mempengaruhi pada saat kios/los tersebut akan diperalihkan, dalam hal ini akan dilakukan melalui pelaksanaan jual beli. Dari sebuah fenomena yang terurai diatas, yaitu mengenai sebuah kenyataan  keberadaan kios/los tidak hanya dalam gedung pasar  segir saja,akan tetapi di luar gedung dari pasar tersebut,maka penulis akan mempersempit pokok masalah hanya mengenai pelaksanaan perjanjian kios/los yang terdapat dalam gedung pasar Segiri. Bahwa dalam prakateknya pelaksanaan jual beli tersebut tentu saja akan melibatkan pihak pemerintah Kota Samarinda dengan anggota masyarakat yang membutuhkan kios.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

              Berdasarkan alasan memilih judul perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti, adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli kios/los di luar pasar Segiri ?
2. Bagaimana cara peralihan hak  dan pembayaran  dalam hal jual beli kios/los di luar pasar Segiri tersebut ?
C. Maksud dan Tujuan Penulisan
            Dalam penulisan skripsi  ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu ;

1. Tujuan Deskriptif
Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli kios/los,untuk mengetahui cara peralihan hak dan cara pembayaran dalam perjanjian jual beli kios/los di pasar Segiri samarinda ulu.

2. Tujuan Kreatif
Untuk mengetahui apakah perjanjian jual beli telah mengacu sepenuhnya kepada peraturan yang mengatur tentang jual beli pada umumnya

   D   Metode  Penelitian
         Dalam penelitian ini penulis menggunakan kombinasi antara penelitian Normatif dan penelitian Empiris  Menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut ;
1. Metode Penelitian Yuridis Normtif

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya menjadi dua mengelompokkan data menjadi ; dua bagian yaitu
   a..Data  Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian lapangan.

  b   Data  Sekunder

Data sekunder Adalah data pelengkap dari data primer yang ada,yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya  dengan penulisan skripsi ini.     
2. Metode Penelitian Yuridis  Empiris
Penulis membagi tahnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian,yaitu ;

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu mempelajari buku-buku,undang-undang,literature dan peraturan lain yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang menjadi obyek penelitian

b. Penelitian  Lapangan
Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan berupa wawancara dengan nara sumber yang terikat dengan obyek yang diteliti agar mendapat jawaban yang bebas dan akurat.
3. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menganalisa secara deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penyelidikan pada saat sekarang berdasar fakta atau  sebagaimana  
BAB    II
               HASIL  PENELITIAN    DAN  PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan  Perjanjian  Jual  Beli  Kios/Los  di  Pasar  Segiri

Samarinda  Ulu

           Pelaksanaan jual  beli  kios/los  di  pasar  segiri  kota  Samarinda  sebagai  pasar  yang dikelola  oleh  pemerintah kota  Samarinda  diatur  dalam  pasal  6  peraturan  Daerah  No  5  tahun  2001  tentang  Retribusi  pasar  yang  menyatakan  bahwa :

1. Untuk  menjadi  pedagang  pasar  harus  memenuhi  ketentuan  sebagai  berikut :
a. Membuat  surat  permohonan  dan  surat  pernyataan  kesanggupan  untuk  berdagang  didalam  dan  atau  di kawasan  pasar  yang ditujukan  kepada  kepala  daerah
b. Membayar  biaya  administrasi  ongkos  ganti  cetak  dan  biaya  pelimpahan  hak  penggunaan  fasilitas  utama  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
2. Penetapan   menjadi  pedagang  pasar  oleh kepala  daerah
3. Penetapan  tersebut  dibuktikan  dengan  diterbitkannya  kartu  bukti  pedagang  pasar  oleh  kepala  daerah
         Kartu bukti  pedagang  adalah  kartu  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bukti,  dimana  pedagang  pasar sebagai  pemilik  kartu  bukti  tersebut berdagang,  selain  itu  juga  dapat  dijadikan  bukti  dimana  lokasi,  dan  berapa   los  atau  kios  para  pedagang  pasar  tersebut  berjualan. Hak atas  pemanpaatan  kios  atau  los  dipasar  dimana  dapat  dibuktikand engan  kartu  bukti  pedagang,  yaitu  sebagai suatu  hak  mutlak  kebendaan.

        Para  pedagang  di  pasar  yang  memiliki  kios/  los  tentunya  memiliki  kartu  bukti  tersebut,  karena  itu  maka  pedagang  pasar  yang  aktif  berdagang,  dapat  menikmati  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pihak  pngelola  pasar,  karena  para  pedagang  juga  mememnuhi kewajiban  sebagai syarat  yang  harus  dipenuhi  baik  sebelum  mulai  berdagang  hingga  pada  saat  setelah  ia  berdagang.

Pedagang   yang  memiliki  kartu  bukti  pedagang  mempunyai  hak :

a. Menggunakan  fasiltas  umum  dengan  ketentuan
1. Lantai  dasaran  pada  lahan  sekurang-kurang  2 m  dan  seluas-luasnya  3 m
2. Toko petak/kios  1  unit
3. Lantai  dasaran  dalam  los sekurang-kurangnya  2  m  dan seluas-luasnya  16  m
4. Lantai  dasaran  luar  los seluas-luas, 2 m
5. Lantai  dasaran luar  pasar  seluas-luasnya  2  m
b. Menggunakan  fasilitas  penunjang,  meliputi
1. Kamar  mandi/WC
2. Tempat penitipan kendaraan
3. Tempat  bongkar  muat
4. Kerekan  barang
B. Menggunakan  fasilitas  pendukung
1. Tempat  pelayanan  kesehatan  dan  penitipan  anak ( balita )
Pemegang  kartu  bukti  pedagang pasar  mempunyai kewajiban

a. Membayar  retribusi  secara  harian  atas  falitas  utama  penunjang  dan  pendukung  tersebut
b. Membayar  biaya  administrasi  dan  ganti  ongkos  cetak  serta  bea  dan  pungutan  lainnya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku
c. Penggunaan  fasiltas  utama  tersebut  sesuai  dengan  barang  dagangan  yang tercantum  dalam  kartu  bukti  pedagang pasar,  dan  pembayarannya  dilakukan secara  harian
d. Mematuhi  segala  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  kepala  pasar.
Dengan  telah  memenuhi  kewajiban  seperti  tersebut  diatas  maka  pedagang  dapat menempati  dan  melaksanakan  usaha  perdagangan  dengan  menempati  kios/los  yang  telah  ditentukan.  Dengan  telah  didaftar  dan  memiliki kartu  pedagang  maka  pedagang  telah  melakukan  kontrak  pemakaian  tempat  baik  kios  maupun los  selama  tiga  tahun,  karena  kartu  bukti     setelah  itu  dapat  diperpanjang  kembali.
           Berdasarkan  keterangan  dari  kepala  pasar  bahwa  jual  beli  kios/los  terjadi  antara  pemegang  kartu  bukti  pedagang dengan  pihak  lain  dengan harga  yang ditentukan  oleh  pihak  pemegang  kartu  bukti  pedagang,  sehingga  pihak pengelola  hanya menerima  laporan  tentang  peralihan  hak.
B. Cara  peralihan  hak  dalam  jual  beli  kios/los  di  pasar  segiri

     Cara  peralihan  dalam  jual  beli  kios  dipasar segiri adalah setelah  mengajukan  permohonan  menjadi  pedagang  di  pasar  segiri  dan  disetujui  oleh  pemerintah  daerah,  melalui  pengesahan  dan   mendapat  kartu  bukti  pedagang  maka   pedagang  tersebut  dapat  menempati  kios  di  pasar  tersebut.  Bentuk  dan  isi  kartu  pedagang  adalah  wewenang  kepala  daerah  dalam  menentukan  baik  bentuk,  ukuran, warna  maupun  isi  dan  kartu  bukti  pedagang,  kertu  bukti  pedagang  di pasar  segiri  tersebut  berbentuk  persegi  panjang  dilipat,  dengan  warna  kartu  kuning,  yang  didalamnya  berisi  antara  lain :

a. Nama  pemilik  kios/los  pasar  dimana  pedagang  tersebut  berjualan
b. Jenis  kelamin  pedagang  pasar

c. Tempat  dan  tanggal  lahir  pedagang

d. Alamat  pedagang  pasar

e. Jenis  dagangan  yang  di  jual  di pasar.

f. Keterangan  yang  berisi  sesuai  atau  tidaknya  pedagang  menempati  kios/los  di  pasar  dengan  hasil  lotere  dari  kios  atau  los  tersebut
g. Tanggal  pengesahan  dan  tanda  tangan  pihak  yang  berwenang
Mengenai  lotere  yang  diadakan  oleh  dinas  pasar  kota  Samarinda.  Yakni  untuk  menentukan  siapa  yang  beruntung  untuk  menempati  los/kios  di  pasar  yang  ingin  pedagang  tempati,  yakni  setelah  calon  pedagang  itu  terlebih  dahulu  mendaftarkan  diri  pada  dinas  pasar  segiri,  surat lotere  ini  sangat  penting karena,  selain  sebagai  awal  pedagang akan  menempati  tempat  yang  diinginkan,  didalamnya  juga  tercantum  identitas  pedagang  serta  identitas  dari  pasar  yang ditempati,  seperti  nama,  dan  alamat  pasar,  letak  los/kios  pasar  yang ditempati juga  tercantum  luas  lantai  dasaran  yang  ditempati.
             Setelah  penataan  dilakukan  dan  diketahui  siapa  pemilik  lantai  dasaran,  dimana  pedagang  akan  berjualan,  kemudian  kepala  daerah  kota  Samarinda  menetapkan  kartu  bukti  pedagang  ini  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  daerah  yang  berlaku.  Dengan telah  mendapatkan  kartu  bukti  pedagang,  maka selanjutnya  pedagang  tersebut  diwajibkan   membuat  pernyataan   kesanggupan  untuk  berdagang   dalam  pasar  yang  menyatakan  bahwa :

1. Sanggup memenuhi  kewajiban  dan  tidak  melakukan  larangan  yang  diatur  dan  ditetapkan  oleh  peraturan  perundangan  yang  berlaku
2. Apabila  dalam  waktu  60  hari  berturut-turut  sejak  dikeluarkannya  kartu  pedagang  pasar  tidak membuka  usaha  yang  telah  ditentukan  dan  atau  tidak  membayar  retribusi,  maka  hak  penggunana  lahan  dasaran  pasar  sanggup  dicabut  atau    diambil  alih  pengelolaannya  oleh  walikora  Samarinda  cq,  dinas  pengelolaan  pasar  kota  Samarinda.

3. Apabila  dalam  masa  berlakunya  kartu  bukti  pedagang  pasar  yang  berlaku  dari  tanggal  tidak  membayar  retribusi  atau  terdapat  tunggakan  retribusi,  maka  pembayaran  tunggakan  retribusi  menjadi  tanggung jawab  pemegang  kartu  bukti  pedagang  pasar,  dan apabila  tunggakan  itu  tidak  dibayar  lunas  hak  penggunaan  lahan  dasaran  pasar  sanggup  dicabut  atau  diambil  alih  pengelolaannya  oleh  Walikota  Samarinda  atau  dinas  pengelolaan  pasar  dan  tunggakan  tetap  menjadi  tanggung  jawab  pemegang  kartu  bukti  pedagang  sesuai  ketentuan  yang berlaku.

4. Sanggup  memperbaharui  kartu bukti  pedagang  pasar  setiap  3  tahun  sekali  dan  membayar  biaya  administrasi  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku.

5. Tidak  menyewakan, mengontrkan,  dan  menggunakan  lahan  dasaran dan  tidak  melimpahkan  hak  penggunaan  kepada  orang  lain  tampa  seijin Walikota  Samarinda

6. Sanggup  menjaga  kebersihan  dan  menyediakan sendiri  tempat  sampah  dan  membuangnya  ke  kotak  sampah  yang  telah  disediakan  oleh  dinas  pengelola  pasar.

7. Sanggup  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  tempat  jualan/dasaran  sendiri,  serta menggunakan  bahan  bakar  arang  untuk  usaha/jasa  sesuai jenis  dagangan.
8. Tidak menggunakan pasar sebagai  tempat tinggal

9. Apabila  suatu  saat  kegiatan  pasar  terpaksa  dihentikan  karena  perubahan  peraturan  daerah  yang  mengatur  tentang  pasar,  pengelolaan  pasar, retribusi  dan  tanah  yang  tidak  diijinkan  untuk  pasar  sanggup  mengembalikan  hak  penggunaan  lahan  dasaran  kepada  pemerintah  kota  Samarinda  dan  tidak  menuntut  ganti  rugi  berupa  apapun

10. Apabila  terbukti  melanggar  dan  tidak  melaksanakan  isi  surat,  pernyataan  kesanggupan  ini,  sanggup  menerima  sanksi  sesuai  pernyataan  kesanggupan,  maupun  sanksi  sesuai  peraturan  perundangan  yang  berlaku.

           Dari  keterangan  tersebut  diatas,mak  dapat dikethui  bahwa  peralihan  hak  antara  pedagang  dan  pengelola  pasar adalah  apabila  telah  memenuhi  segala  kewajiban  yang  diatur  dalam  peraturan  daerah.  Dan  apabila  dilaksanakan  peralihan  hak   kepada  orang  lain  maka  harus  dengan  sepengetahuan  dinas  pengelola  pasar.
C. Cara   pembayaran   dalam  jual  beli  Kios/los  di  pasar  segiri
          Cara  pembayaran tergantung  dari  jenis  dan  ukuran  kios  atau  los  jenis  dagangan,  bahwa  penggolongan  jenis  dagangan  meliputi 
1, Golongan  A
: logam  mjlia, batu  mulia  permata, textile

2.. Golongan  B
:Batik/lurik,mori lawe, konveksi  pakaian  tradisional  sandal,  tas  kemasan  kerajinan, arloji,  klontong,  pecah  belah  plastic, barang  sayangan

3. Golongan  C
:beras. Ketan, jagung otek,  mlinjo  emping  keringpkeringan  mie  basah  tepung  terigu , gula  pasir, the, kopi kobis, sayur  kolang  kaling gon

4. Golongan  D
:Kembang, anyam-anyaman,  gerabah,  barang  bekas,  majalah,  buku,  kertas  suku  cadang,  asesoris  alat  pertukangan,  alat  pertanian, arang

Bea  yang  timbul  akibat  pelayanan  didalam  dan  atau  dikawasan  pasar  selain  retribusi  pasar  meliputi :

a. Membayar  bea administrasi  dan  ganti  ongkos  cetak  bea  kartu  bukti  pedagang  pasar  ditetapkan Rp 2000  kartu  bukti  perdagangan  pasar  harus diperbaharui  tiap  tiga  tahun  sekali  dan  dikenakan  bea  admintrasi  dan  ganti    ongkos  cetak  sebesar  Rp.  2000

b. Bea  pelimpahan  hak  penggunaan  fasilitas  utama  ditetapkan.

1. Lantai  dasaran  pada  lahan  180 x  retribusi  sehari

2. Lantai  dasaran  dalam  took  petak  kios  Rp 1000

3. Lantai  dasaran  dalm  kios  Rp 300  per hari

4. Luas  los  189  x  retribusi  sehari

5. Kawasan  pasar  180 x retribusi  sehari

Kewajiban  pedagan

g  dalam  membayar  retribusi  dan  bea  administrasi  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  daerah  berhak mendapatkan  haknya  untuk  memakai  dasaran  dan  memakai  fasilitas  yang ada  di  pasar  segiri  Samarinda
                                                                BAB  III
                                                            P E N U T U P

A. Kesimpulan

     Berdasarkan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  diambil  kesimpulan sebagai  berikut ;
1. Pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  kios/los  di  pasar  segiri  Samarinda,  diatur  dalam  peraturan  daerah  nomor  5  tahun  2010  tentang  retribusi  pasar  yang  berisi  tentang  kewajiban  pedagang  yaitu  membayar  retribusi  dan  haknya  untuk  mendapatkan  surat  bukti  pedagang  yang  menunjukkan  jenis,  letak  dan  lokasi,  dasaran  untuk  berdagang.

2. Cara   peralihan  hak  dalam  jual beli  kios/los  di  pasar  segiri  Samarinda,  adalah setelah  mengajukan  permohonan  menjadi  pedagang di pasar  segiri  dan  disetujui  oleh  pemerintah  daerah  melalui pengesahan  dan  mendapatkan  bukti  pedagang,  maka  pedagang  tersebut  dapat  menempati kios  atau  los  di  pasar  tersebut,  dan  apabila  terjadi  peralihan  hak  kepada  orang lain  harus  sepengetahuan  Dinas  pengelola  pasar  segiri  Samarinda.

3. Cara  pembayaran  tergantung  dari  jenis  dan  ukuran  kios  atau  los  dan  jenis  dagangan  yang diatur  peraturan  daerah,  berupa  kewajiban-kewajiban  tentang  retribusi  dan  bea  pemanfatan  fasilitas-fasilitas  yang ada  di  dalam  pasar  segiri.
B. Saran – Saran

1. Diharapkan  kpada  pemerintah  kota  Samarinda  dalam  hal   menentukan    peraturan  daerah  mengenai  retribusi,  harus  dipertimbang secara  matang,  supaya  biaya  retribusi  itu tidak  terlalu  mencekik  para   pedagang,  sehingga  tidak  menimbulkan  penafsiaran  yang  keliru  dengan  kontek  negara  kita  adalah  negara  demokrasi

2. Dalam  hal  pemberian  hak  dalam  jual  beli  kios/los  diharapkan  adanya  penelaian  yang  selektif,  dan  jangan  sampai  terjadi  melalui  percaluan,  karena  tingkat  financial  ekonomi  masyarakat  tidak  sama,  sehingga  kepemilikan  kios/los  akan  jatuh  ketangan  orang  yang  kemampuan  ekonominya  bagus,  yang akibatnya  masyarakat  kecil  tidak  kebagian  kios/los  dimaksud

3. Di  harapkan  penyedian  fasilitas  yang  ada  di area  pasar  disesuaikan  dengan  kebutuhan  para  pedagang,  sehingga  fasiltas  dimaksud  bisa   berhasil  guna  dan  berdaya  guna  dalam  menunjang  kegairahan  para  pedagang  di  pasar  segiri.
DAFTAR  PUSTAKA
[1] Abdul Kadir Muhamad 2001 Hukum Perjanjian dan perikatan Bandung Alumni, 2001    
[2] Hukum Perikatan Bandung adytia 2001 Hukum Perdata Indonesia                                                  Bandung  Citra  Adytia

[3] Ahmad    Iksan    2004    Hukum    Perikatan  dan    perjanjian  Indonesia Liberty  Jakarta

[4] Djauhari    santoso   1999   Hukum   Perjanjian    dan   perikatan  Jakarta Liberty

[5] Kartini  Mulyadi  Agusta  2000  Hukum  Kebendaan  pada  umumnya Bandung  Citra  Adytia

� Soebekti 2002 Hukum perjanjian hlm 4.


� Abdul Kadir 2001 Hukum Perjanjian Alumni Bandung hlm 210


� M.Yahya Harahap2003Segi-segi Hukum perjanjian Bandung alumni hlm 81






